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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N

Nomor 2265/Pdt.G/2022/PA.Mr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto  yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  28  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  Jakarta  Timur  Alamat

sekarang  di  Kabupaten  Mojokerto,  dalam  hal  ini  memberikan

kuasa khusus kepada Arif Sugeng Winarko, S.H., Siswi Kusuma

Wardhani,  S.H.,  dan  Bagus  Adji  Pramana  Putra,  S.H.,

Advokat/Penasihat  Hukum/Paralegal  yang  berkantor  di  Griya

Raya Kaliandra 16.A, Jalan Raya Mojokerto-Pacet, KM.4, Dusun

Sambiroto, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto

berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2022 yang

telah  didaftar  dalam  Register  Kuasa  Nomor

725/KUASA/8/2022/PA.Mr  tanggal  15  Agustus  2022,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  umur  32  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Swasta,  pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman di  Kab.  Sidoarjo Alamat  sekarang  di,

Kabupaten  Mojokerto,  sekarang  di  Kab.  Sidoarjo  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  serta  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2022

telah  mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 2265/Pdt.G/2022/PA.Mr, tanggal

15 Agustus 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 28 April 2019 telah dilangsungkan

perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang  dilaksanakan

menurut  hukum  dan  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  Agama  Islam.

Perkawinan  tersebut  telah  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

Kecamatan  Pasar  Rebo,  Kabupaten  Jakarta  Timur,  Provinsi  Jakarta

sebagaimana  tercatat  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

0433/135/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 :
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk

rumah  tangga  yang sakinah,  mawaddah,  warahmah yang  diridhoi  oleh

Allah  SWT,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  No.1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan  “Perkawinan adalah ikatan lahir  batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan

Yang Maha Esa” ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah milik Penggugat di Kabupaten Mojokerto ;
4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berkumpul  sebagaimana  layaknya  suami-isteri  dan  sudah  dikaruniai  1

(satu)  orang  anak,  laki-laki,  lahir  pada  18  April   2020,  Umur  2  tahun,

sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3175-LT-15032022-0174 tertanggal

15 Maret 2022 ;
5. Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan  Penggugat  setelah  berumah

tangga dengan Tergugat hanya berlangsung +4 bulan setelah perkawinan,

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang

penyebabnya antara lain :
a.Sekitar  Bulan  Agustus  2019  Tergugat  memaki-maki  Penggugat

didepan umum Swalayan Giant Waru-Sidoarjo dengan menggunakan

kata-kata  kasar  sehingga  Penggugat  merasa  dipermalukan  didepan

umum,  hanya  karena  alasan  Penggugat  tidak  mengangkat  telfon

Tergugat, yang saat itu Penggugat sedang sholat Dzuhur di Musholla

Swalayan ;
b.Disaat  masa  kehamilan  Penggugat  awal  Bulan  September  2019

sampai dengan proses persalinan, Tergugat kurang perhatian dengan

Penggugat,  Tergugat  jarang  membantu  Penggugat  dalam  hal

mengurusi pekerjaan rumah, Tergugat sering pulang malam ;------------
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c.Sekitar  Tanggal  22 April  2020,  Tergugat  teriak-teriak marah ketika

Penggugat membangunkan tengah malam untuk membantu merawat

anak/bayinya yang saat  itu berusia 4 hari,  Tergugat memukul-mukul

kasur dengan alasan saat itu Tergugat masih mengantuk ;
d.Sekitar bulan Mei 2020, disaat anak berusia 1 bulan Tergugat sering

pulang  malam  karena  sering  bergadang  dengan  teman-teman

Tergugat  sehingga  Penggugat  mengunci  pintu  kamar  dan  tidak

mengizinkan Tergugat masuk kamar sehingga Tergugat marah-marah

memukul pintu kamar dengan palu hingga pintu rusak (berlubang) dan

mematikan listrik rumah ;
e.Sekitar  Oktober  2020 perselisihan dan pertengkaran masih sering

terjadi   karena  Tergugat  lebih  sering  mementingkan  kepentingan

pribadi  Tergugat  dengan  teman-teman  Tergugat,  sehingga  Tergugat

kurang membantu Penggugat dalam mengurusi rumah dan anak ;
6. Bahwa  puncak  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus-

menerus antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada :
a.Tanggal 1 Juni 2022, disaat mau silahturahmi ke keluarga Tergugat

di  Sidoarjo,  Tergugat  marah-marah  dengan  kata-kata  kasar  dan

membanting  barang-barang  dirumah,  dengan  alasan  Terggugat

menganggap  Penggugat  lambat  dalam  mengurusi  rumah  sehingga

berangkatnya kesiangan, padahal fakta yang terjadi adalah Tergugat

bangunnya  kesiangan  dan  tidak  membantu  Penggugat  untuk

mengurusi rumah, sepanjang perjalanan ke Sidoarjo Tergugat masih

marah-marah kepada Tergugat sehingga Penggugat merasa tersiksa

batinnya dan hanya menangis disepanjang jalan ;
b.Tanggal 8 Juni 2022, karena Penggugat psikisnya merasa terganggu

dan  tidak  punya  sanak  keluarga  di  Mojokerto,  maka  Penggugat

meminta orang tua Penggugat (Bapak) untuk datang dari Jakarta ke

Mojokerto  untuk  mendampingi  Penggugat,  hal  ini  pun  mendapat

respon yang berlebihan dari Tergugat, dan Tergugat marah-marah lagi

karena orang tua Penggugat (Bapak) datang ke Mojokerto ;
c.Tanggal 02 Agustus 2022, sekitar Pukul 17:30 Tergugat menanyakan

Buku Nikahnya kepada Penggugat sehingga terjadi percekcokan dan

pertengkaran  yang  hebat,  sehingga  handphone  Penggugat  diambil

oleh  Tergugat  dimasukan  dalam  bak  kamar  mandi  yang  berisi  air,

sehingga terjadilah pertengkaran yang berakibat kekerasan fisik yang
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dilakukan  oleh  Tergugat  kepada  Penggugat,  Penggugat  terkena

pukulan  diwajah  dan  cengkraman  dipergelangan  tangan,  karena

Penggugat  takut atas perilaku kasar dari  Tergugat  maka Penggugat

berteriak minta tolong dan berlari keluar rumah menghampiri tetangga

rumah dan Ketua RT diwilayah tersebut ;
d.Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat diantar tetangga untuk ke

Polres  Mojokerto  untuk  melaporkan  Tergugat  secara  Pidana  atas

kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh

Penggugat,  dan  berdasarkan  arahan  dan  petunjuk  dari  Pihak

Kepolisian  yang  bertugas  waktu  itu  dan  berbagai  pertimbangan

akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugat Cerai ;
7. Bahwa sejak terjadinya puncak dari percekcokan dan pertengkaran

tersebut,  sampai dengan saat ini  Tergugat sudah tidak tinggal bersama

dengan Penggugat di rumah yang di alamat Kec. Mojoanyar, Kabupaten

Mojokerto dan Penggugat tidak tahu saat ini Tergugat tinggal dimana ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar kurang lebih Juni 2022

sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami

istri ;
9. Bahwa  atas  permasalahan  dan  kemelut  rumah  tangga  yang

dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga

Penggugat  dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi

menyelamatkan perkawinan,  namun usaha tersebut  tidak membuahkan

hasil ;
10. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

maksud dan tujuan dari  suatu perkawinan,  sehingga lebih baik diputus

karena perceraian ;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat

untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar dan

alasan-alasan terjadinya perceraian yaitu pertengkaran yang terjadi terus

menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,

hal ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.

9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “antara

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga”,  sehingga
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gugatan  ini  berdasar  hukum  untuk  menyatakan  gugatan  cerai  ini

dikabulkan ;
12. Selain ketentuan Undang-Undang tersebut diatas alasan-alasan lain

untuk perceraian ada dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor  :  38K/AG/1990  menyebutkan  “antara  suami  istri  terus  menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada

pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah

dalam hal perselisihan dan pertengkaran tersebut” ; 
13. Bahwa  melihat  kejadian-kejadian  tersebut  diatas,  Tergugat  telah

melanggar pernyataan Sigat Ta’liq Tergugat Tanggal 28 April 2019 nomor

3 yang  berbunyi  “menyakiti  badan atau jasmani  istri  saya”,  maka atas

perbuatan  Tergugat  tersebut  jatuhlah  talak  satu  Tergugat  kepada

Penggugat ;
14. Bahwa oleh karena, laki-laki, lahir pada 18 April  2020, Umur 2 tahun

adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di

bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak

hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat

dan Tergugat  tersebut  diatas,  hal  ini  telah  memenuhi  unsur  Pasal  105

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)  “bahwa pemeliharaan anak yang

belum berumur 12 Tahun atau yang disebut dengan mumayyiz menjadi

hak ibunya” sehingga dalam hak asuh anak ini  berdasar  hukum untuk

menetapkan Penggugat memperoleh Hak Asuh Anak ;
15. Bahwa Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak yang diajukan Penggugat

adalah kumulasi dalam gugatan perceraian hal ini berdasar pada Pasal 86

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

“gugatan  soal  penguasaan  anak,  nafkah  anak,  nafkah  istri,  dan  harta

bersama  suami-istri  dapat  diajukan  bersama-sama  dengan  gugatan

perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan

hukum tetap” sehingga dalam hal  ini  sudah berdasar  hukum sehingga

tidak  ada  keraguan  bagi  Majelis  Hakim  pemeriksa  perkara  ini  untuk

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  maka  dengan  ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang
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memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  untuk  dapat  menentukan  hari

persidangan,  kemudian memanggil  Penggugat  dan Tergugat  untuk  diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

P E T I T U M

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughraa  Tergugat  I  Terhadap

Penggugat;
3. Menetapkan anak, laki-laki, lahir pada 18 April  2020, Umur 2 tahun

berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hokum;

S U B S I D A I R

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa  dalam  perkara  aquo,  Penggugat  telah  menguasakan  kepada

kuasa hukum Arif Sugeng Winarko, S.H., Siswi Kusuma Wardhani, S.H., dan

Bagus  Adji  Pramana  Putra,  S.H.,  Advokat/Penasihat  Hukum/Paralegal  yang

berkantor di  Griya Raya Kaliandra 16.A, Jalan Raya Mojokerto-Pacet,  KM.4,

Dusun  Sambiroto,  Desa  Mlaten,  Kecamatan  Puri,  Kabupaten  Mojokerto

berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2022 yang telah didaftar

dalam Register  Kuasa Nomor  725/KUASA/8/2022/PA.Mr  tanggal  15  Agustus

2022Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut

diatas,  dan  memeriksa  pula  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  yang

bersangkutan; 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  diwakili

Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak

datang  menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap sebagai  wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil  secara

resmi  dan  patut  menurut  relaas  Nomor  2265/Pdt.G/2022/PA.Mr  tanggal  ...

dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati  Penggugat  melalui  Kuasanya

agar berpikir  untuk tidak bercerai  dengan Tergugat,  tetapi  Kuasa Penggugat

tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat  yang  maksud  dan  isinya  tetap  dipertahankan  oleh  Kuasa

Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Kuasa  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/956/416-318.7/2022

yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Gayaman Kecamatan  Mojoanyar

Kabupaten Mojokerto, tanggal 20 Juli 2022 telah dinazegelen dan telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  0433/135/IV/2019  yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar

Rebo, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi Jakarta tanggal 29 April 2019

telah  dinazegelen  dan  telah  dicocokkan  dan  sesuai  dengan  aslinya,

bertanda (P.2);

3. Fotokopi  Kartu  Keluarga  Nomor  3175051503220020  yang

dikeluarkan oleh A.N.KA Sudin Dukcapil Jakarta Timur tanggal 15 Maret

2022,  telah  dinazegelen  dan  telah  dicocokkan  dan  sesuai  dengan

aslinya, bertanda (P.3);

4. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  3517-LT-15032022-0174

yang  dikeluarkan oleh  Pejabat  Pencatatan Sipil  Dinas  Kependudukan

dan  Pencatatan  Sipil  Provinsi  DKI  tanggal  15  Maret  2022  telah

dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda

(P.4);

5. Printout  Foto  Anggota  tubuh  akibat  KDRT,  telah  dinazegelen  dan

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.5);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat

tinggal di Jalan H Balok X Kelurahan Pekabon Nomor 128 RT.18 RW.09

Kecamatan  Pasar  Rebo  Kota  Jakarta  Timur,  setelah  disumpah

memberikan keterangan sebagai berikut:
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 Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai ayah Penggugat;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat

menikah  pada  bulan  April  2019  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

Kecamatan Pasar Rebo, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi Jakarta;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat

dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di  rumah  milik  Penggugat  di

Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto dan dikaruniai satu

orang anak;

 Bahwa  saksi  tahu  jika  anak dalam  asuhan  Penggugat

anak tersebut dalam keadaan baik, dan diberikan kasih sayang oleh

Penggugat;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga

Penggugat  dan Tergugat  pada  awalnya  rukun dan harmonis  akan

tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan

perselisihan;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi  penyebab

ketidak- harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah

Tergugat  bangunnya  kesiangan  dan  tidak  membantu  Penggugat

untuk  mengurusi  rumah,  selain  itu  Tergugat  juga  melakukan

kekerasan fisik kepada Penggugat;

 Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat

sudah  berpisah  tempat  tinggal  selama  satu  bulan sampai  dengan

sekarang  dan  tidak  pernah  saling  mengunjungi  atau  berhubungan

lagi; 

 Bahwa,  pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan

dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa,  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan

Penggugat  dan  Tergugat  karena  sudah  sulit  dirukunkan  dan  tidak

mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu

lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai; 

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

bertempat  tinggal  di  Dusun  Gayaman  RT.03  RW.01  Desa  Gayaman
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Kecamatan  Mojoanyar  Kabupaten  Mojokerto,  setelah  disumpah

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan

memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah

suami istri yang sah dan dikaruniai satu orang anak;

 Bahwa  saksi  tahu  jika  anak dalam  asuhan  Penggugat

anak tersebut dalam keadaan baik, dan diberikan kasih sayang oleh

Penggugat;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di, Kabupaten Mojokerto;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sudah tidak lagi  harmonis,  sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat  dan Tergugat  sudah

berpisah tempat tinggal selama satu bulan  sampai dengan sekarang

dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran Penggugat  dan Tergugat  adalah Tergugat  melakukan

kekerasan fisik kepada Penggugat;

 Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah

berusaha  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat  akan  tetapi  tidak

berhasil; 

 Bahwa,  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan

Penggugat dan Tergugat dan melihat rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  sudah sulit  dipertahankan serta  tidak ada harapan dapat

bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai; 

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan

Penggugat; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus

Penggugat tertanggal 04 Agustus 2022, yang telah terdaftar di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Mojokerto  dengan  Nomor  725/KUASA/8/2022/PA.Mr

tanggal 15 Agustus 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123

HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat

Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Advokat  (KTPA)  Kuasa  Penggugat,  dan  ternyata  telah  sesuai  dengan

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  harus  menyatakan  bahwa  Kuasa  Penggugat

merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim

dapat  menerima dan memberi  izin kepada Kuasa Penggugat tersebut  untuk

beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  jo.  Pasal  115  Kompilasi

Hukum  Islam,  Majelis  Hakim  pada  setiap  kali  persidangan  telah  berusaha

semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina

rumah  tangga  dengan  rukun  dan  harmonis  akan  tetapi  tidak  berhasil,  oleh

karea itu perkara ini harus segera diputuskan; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  dalam perkara  aquo,  maka Majelis  tidak  dapat  memerintahkan

para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
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dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan

sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis  membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta dua

orang saksi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  P.1  dan  pengakuan

Penggugat  bahwa  ia  bertempat  tinggal  di  wilayah  Kabupaten  Mojokerto,

dengan  demikian  berdasarkan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan  Agama  Mojokerto

berwenang untuk memeriksa dan mengadili  perkara  a quo,  sehingga sejalan

dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan

mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah

memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan

pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijskracht),  maka

telah membuktikan bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  istri  yang

sah,  sehingga dinilai  berkapasitas  dan mempunyai  kedudukan hukum (legal

standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan

Agama;

Menimbang,  bahwa berdasarkan alat  bukti  P.3 dan P.4 tersebut  telah

menunjukkan bahwa selama menikah antara  Penggugat  dan Tergugat  telah

dikaruniai 1 anak lahir tanggal  18 April 2020 dan Penggugat mohon hak asuh

anak tesebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  P.5  menunjukkan  bahwa

Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  perlu  mendapatkan

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri
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itu  tentang  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Penggugat,  adalah  keluarga  atau  orang

dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1

Penggugat  sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi  syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan

Penggugat dan Tergugat  serta mengenai  keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat,  adalah fakta  yang  pernah  dilihat  dan didengar  langsung dan

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  171  HIR  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat,  adalah  keluarga  atau  orang

dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2

Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan

Penggugat dan Tergugat  serta mengenai  keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat,  adalah fakta  yang  pernah  dilihat  dan didengar  langsung dan

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  171  HIR  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1  sampai dengan P.4, saksi 1

dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  Penggugat

bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
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2. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  merupakan  suami  istri  yang

menikah secara agama Islam pada tanggal 29 April 2019 di Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi

Jakarta;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,

bertempat  tinggal  di  rumah  milik  Penggugat  di  Mojoanyar,  Kabupaten

Mojokerto dan dikaruniai satu orang anak;

4. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sejak  bulan

Agustus Tahun 2019 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih

dan bertengkar;

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat disebabkan Tergugat bangunnya kesiangan dan tidak membantu

Penggugat  untuk  mengurusi  rumah,  selain  itu  Tergugat  juga  melakukan

kekerasan fisik kepada Penggugat;

6. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan dan

selama  itu  pula  keduanya  tidak  pernah  berkumpul  lagi  dan  tidak

melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  sebagaimana

layaknya suami istri;

7. Bahwa,  baik  majelis  hakim  dalam  persidangan,  maupun  pihak

keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat

dan  Tergugat  dan  sudah  ada  upaya  musyawarah  dua  keluarga  untuk

merukunkan Penggugat  dan Tergugat,  akan tetapi  tidak berhasil,  karena

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa  kedua  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  merukunkan

Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan

Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam

rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  Penggugat

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto; 

2. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri

yang sah yang menikah secara agama Islam;
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3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus; 

4. Bahwa  sudah  ada  upaya  yang  maksimal  untuk  merukunkan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

5. Bahwa,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah

(marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheelbaare

tweespalt);

6. Bahwa  alasan  perceraian  Penggugat  tidak  disebabkan  suatu

perbuatan yang melawan hukum; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  Penggugat  telah  dapat  membuktikan  dalil  dan  alasan

pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

terus-menerus  antara  Penggugat  dan Tergugat,  yang  sulit  untuk  dirukunkan

kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheelbaare

tweespalt), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken

marriage),  dan  telah  menyimpangi  maksud  dan  tujuan  pernikahan  sebagai

ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk membina keluarga yang sakinah,

mawaddah,  wa  rahmah,  sebagaimana  pula  dimaksudkan  dalam  Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan

al-Qur’an surat ar-Rum (30) ayat 21:

                      
 “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan
untukmu  istri-istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah

demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya

sudah  nampak  yaitu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  mampu

berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

istri,  oleh  karena  itu  jalan  yang  terbaik  bagi  kedua  belah  pihak  adalah

perceraian,  sebab  apabila  dibiarkan  berlarut-larut  tidak  mustahil  akan

memunculkan  kemadlaratan  yang  lebih  besar  terhadap  rumah  tangga  dan
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keluarga mereka,  sedangkan membuat madlarat  sangat bertentangan dalam

ajaran  Islam  sebagaimana  sabda  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  oleh

Ahmad dan Ibnu Majah berikut: 

 (ماجة وابن احمد رواه ) ضرار ول ضرر ل

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam

kitab  Madza  Hurriyyatu  az-Zaujaini  fi  ath-Thalaq juz  I  halaman  83  yang

dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut: 

الزوجين الحياة تضطــرب حين الطلق نظام السلم ر اختا وقد

الزواج الربطــة تصبح وحيث صلح ول نصائح فيهـــا ينفع يعد ولم

أحـد عـلى يحـكم أن معـناه الستمـــرار لن روح غيــر من صورة

العــدالة روح تأبــاه ظلم وهذا المؤبد بالسجن الزوجين

”Islam  memilih  jalan  perceraian  pada  saat  kehidupan  rumah  tangga
menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak
berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah
menggambarkan suatu  perkawinan yang tanpa ruh,  sehingga dengan
mengharuskan  untuk  tetap  melestarikan  perkawinan  tersebut,  sama
halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur
hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat
keadilan” 

Menimbang,  bahwa  dalam  kitab  al-Anwar  Juz  II  halaman  55  yang

dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan:

جاز        غيبة او توار او بتعزز تعزز فإن

بالبينة  إثباته

 “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak

diketahui  tempat  kediamannya,  maka  perkaranya  boleh  diputuskan  dengan

didasarkan pada pembuktian”

Menimbang,  bahwa  bila  perkawinan  telah  pecah  (broken  marriage)

berarti  hati  kedua  belah  pihak  suami  istri  telah  pecah  pula  (broken  heart)

sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991,

dan  bila  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah  tangga  telah  terbukti,

maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak
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siapa  yang  salah  (matrimonial  guilt)  sebagaimana  Yurisprudensi  MA-RI  No.

266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Catatan  Status  Perkawinan  NTR

(Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.2, antara Penggugat dan Tergugat belum

pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan

alasan  gugatan  Penggugat  telah  terbukti  dan  memenuhi  unsur  alasan

perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada

Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim

berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan

talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shugra,

bersesuaian dengan kitab Ahkamu al-Qur’an Juz I halaman 148 yang dijadikan

sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

الفراق    فى حكما إذا

بائن   فإنه

Artinya: “Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian

(suami istri) maka disebut talak bain”;

Menimbang  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra  merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum

dari  talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan istri  tidak dapat hidup

bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim dapat

menyatakan  dan  menetapkan  hak  asuh  anak  lahir  tanggal  18  April  2020,

berada dalam asuhan Penggugat  dengan alasan  apabila anak ikut  Tergugat

dikhawatirkan keadaan anak akan kurang baik ;

Menimbang,  bahwa  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  perlu  menjelaskan

tinjauan  dari  sudut  hukum  Islam  mengenai  pemeliharaan  anak  karena

Penggugat dan Tergugat  beragama Islam yang memiliki  prinsip bahwa anak

adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya
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dan  anak  mempunyai  hak  untuk  dilindungi  baik  keselamatan  agamanya,

hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan

menjerumuskan  anak  kedalam  neraka,  kedua  orangtualah  yang  paling

bertanggungjawab  terhadap  keselamatan  anaknya  dania-akhirat  dan

melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT.

surat At-Tahrim ayat 6 : 

 .... الخ        ررا ننا مم كك مي لل مه أ نو مم كك نس كف من أ موا كق موا كن نم آ نن مي لذ لل ا نها يي نيأ
Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari

api neraka” ; 

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua

orang  tua  hendaknya  memperhatikan  kebutuhan  dan  perkembangan  anak-

anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun

rohani,  dan berakhlaqul  karimah serta memiliki  intelegensi  yang tinggi,  anak

dapat  membuat  senang  hati  kedua  orang  tuanya,  manakala  anak  tersebut

berbakti  kepada  mereka,  serta  taat  dalam  menjalankan  ibadahnya.  Namun

anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut

tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua

wajib  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  dengan  sebaik-

baiknya (vide Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam) ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No.

23 Tahun 2002  yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun

2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari  kekerasan dan diskriminasi,

sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi

anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di

antara  ibu  atau  ayahnya  terjadi  perceraian,  namun  dalam  memutuskan

terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang

dalam  hal  ini  bukan  hanya  kemaslahatan  dunianya  saja  akan  tetapi  juga

kemaslahatan akhiratnya ; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua
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orangtuanya  (Penggugat  dan  Tergugat)  tetap  mempunyai  kewajiban  untuk

memelihara  dan  mendidik  anaknya  semata-mata  demi  kepentingan  anak,

bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan

Tergugat) ; 

Menimbang,  bahwa  secara  normatif  penyelesaian  tentang  sengketa

pengasuhan  anak  telah  diatur  dalam  Pasal  105  Ayat  (1)  Kompilasi  Hukum

Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :“Dalam hal terjadinya perceraian

:  pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun

adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih

dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal

105  KHI  di  atas  dapat  dibenarkan  dengan  memahami  secara  a  contrario

(mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang

Undang  Nomor  23  Tahun  2002  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang

Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  selengkapnya  berbunyi

sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a.

mengasuh,  memelihara,  mendidik  dan  melindungi  anak  ;  b.  menumbuh

kembangkan anak sesuai  dengan kemampuan,  bakat  dan minatnya;  dan c.

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua

tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak

dapat  melaksanakn kewajiban  dan  tanggungjawabnya,  maka  kewajiban  dan

tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di

cabut  kekuasaannya  karena sangat  melalaikan kewajibannya terhadap anak

dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1

Tahun 1974) ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156

huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat

dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau

mempunyai  prilaku  buruk  yang  akan  menghambat  pertumbuhan  jasmani,

rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7

huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap

anak  berhak  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan,  dan  diasuh  oleh  orang

tuanya sendiri” ;
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Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keberadaan anak

Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berada dalam asuhan Penggugat,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan

hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu

gugatan Penggugat harus dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka

Majelis Hakim harus menetapkan anak  lahir tanggal  18 April  2020 berada di

bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang,  bahwa  sekalipun  anak  tersebut  dimaksud  ditetapkan

dibawah  hadhanah  Penggugat  selaku  ibunya,  akan  tetapi  tidak  boleh

memutuskan  hubungan  komunikasi  dengan  Tergugat  selaku  ayahnya,  dan

Tergugat  mempunyai  hak  untuk  berkunjung/menjenguk  dan  membantu

mendidik  serta  mencurahkan  kasih  sayang  sebagai  seorang  ayah  terhadap

anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun

2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum

Kamar Agama angka (4), orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak

Asuh  anaknya  wajib  memberikan  akses  kepada  orang  tua  yang  tidak

memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila hal

tersebut  tidak  dilakukan,  dapat  dijadikan  alasan  untuk  mengajukan  gugatan

pencabutan  hak  asuh  atas  anaknya  tersebut,  kewajiban  mana  harus

dicantumkan dalam amar penetapan hak asuh anak ;     

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir ;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;  

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat  terhadap Penggugat;

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat,  lahir  tanggal  18 April 

2020  berada  di  bawah  pemeliharaan/hadlanah  Penggugat,  dengan

kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu

dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;  

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Masehi, bertepatan

dengan tanggal  8  Safar  1444   Hijriyah,  oleh  kami  MAKHMUD,  S.Ag.,  M.H.

sebagai  Ketua  Majelis,  KAMALI,  S.Ag.  dan  ARIF  HIDAYAT,  S.Ag.  masing-

masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang

terbuka untuk umum pada hari  itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NIZMA RIZKY

DATAU,  S.H.I.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat

beserta Kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd Ttd

KAMALI, S.Ag. MAKHMUD, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti,
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Ttd

NIZMA RIZKY DATAU, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

Untuk salinan yang sama
bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama
Mojokerto

...

1. PNBP 

a.
Pendaftaran

Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama 
Penggugat

Rp 10.000,00

c. Panggilan Pertama 
Tergugat

Rp 10.000,00

d. Redaksi Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 425.000,00

4. Materai Rp 10.000,00

 Jumlah  Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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